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ROHMAN HASYIM, SH.,MH.

ABSTRAK

Sebagai salah satu lembaga pemerintahan, maka Kejaksaan Republik
Indonesia juga mengemban kewajiban untuk melaksanakan pelayanan publik
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini hendak
menelusuri peran kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan
kegiatan pelayanan publik. Permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian
ini adalah : Apakah fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam
pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan faktor-faktor

apa saja yang menghambat jaksa dalam pelayanan publik terhadap masyarakat
awam hukum.

penelitian dengan menggunakan metode penelitian empiris. Adapun data yang
diguakan adalah data primer dengan ditunjang data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatlah kesimpulan atas
jawaban permasalahan yakni : di bidang perdata dan lata usaha Negara (Datun),
kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas hama negara atau pemerintah
sebagai Penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya

usaha negara, kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan at
atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat
tidak hanya memberikan pertimbangan atau mem
pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi k
faktor-faktor yang menghambat Jaksa dalam

as nama negara
yang dalam pelaksanaannya
bela kepentingan negara atau
epentingan rakyat. Sedangkan
Pelayanan Pyb]ik

JPN yang belum sepenuhnya
_Kurang, ketiga anggapan bidang
sejajar d.cngan bidang lain, keempat

et
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraain pada bab-bab terdahulu, maka didapatlah kesimpulan

sebagai berikut :

E I Fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam Pelayanan
i Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah : Di
B bidang perdata dan tata usaha Negara (Datun), kejaksaan mempunyai

kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai
penggugat atau fergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya
memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau
pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.
Dalam posisi demikian, Jaksa berstatus sebagai Jaksa Pengacara Negara
(JPN). Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan mempunyai
kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai
penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya
memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau

pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

19

Faktor-faktor yang menghambat Jaksa dalam Pelayanan Publik terhadap
masyarakat awam hukum yakni, yang pertama minat JPN yang belum
sepenuhnya optimal, kedua sumber daya JPN yang masih kurang, ketiga

anggapan bidang perdata dan ftata usaha Negara (Datun) tidak sejajar
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